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 A. Latar Belakang Masalah 
Hukum kewarisan Islam merupakan salah hukum yang wajib dilaksanakan 
ketika salah seorang (pewaris) mennggal dunia dan meninggalkan harta.  Hukum ini 
akan berfungsi apabila seseorang (pewaris) telah meninggal dunia, yakni bagaimana 
cara peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia 
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS 
al-Nisa/4: 11 , 
                . . .  
Terjemahnya:  
Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan . . .1 
 
  Hukum kewarisan Islam merupakan salah hukum yang wajib dilaksanakan 
ketika salah seorang (pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan harta. Akan tetapi, 
dengan berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, akibatnya sampai 
sekarang tetap berpengaruh terhadap penyelesaian masalah kewarisan. 
Selain itu, dalam penjelasan umum bagian kedua alinea kelima Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama masih memberikan peluang 
bagi para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum 
apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan yaitu:  “. . . para pihak 
sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan 
dipergunakan dalam pembagian warisan.”2 
                                                 
1Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir  al-Qur’an, 1990),  h.116. 
2Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan (Cet. I; Jakarta: 
Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 246. 
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Pilihan hukum ini dapat menimbulkan problem hukum jika di antara  ahli 
waris tidak mencapai kesepakatan untuk menggunakan suatu sistem hukum, sehingga 
dapat saja suatu perkara diajukan oleh ahli waris yang satu ke Pengadilan Negeri dan 
ahli waris yang lainnya ke Pengadilan Agama. 
Apabila dikaji secara cermat isi Pasal 1 ayat (1)  dan Pasal 2 UU No. 7 
Tahun 1989  yang membatasi pengertian dan kedudukan Peradilan Agama bahwa 
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,3 demikian 
pula Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur 
kekuasaan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: 
a. perkawinan; 
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan   berdasarkan hukum Islam; 
c. Waqaf dan sadaqah.4     
Dari batasan yang digariskan pada pengertian Peradilan Agama dan 
kekuasaan  Pengadilan Agama tersebut, jelas bahwa dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada 
tanggal 14 Desember 1989, maka masalah kewarisan bagi umat Islam merupakan 
kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama, untuk menyelesaikannya berdasarkan 
hukum kewarisan Islam. Adapun yang menjadi acuan pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewarisan ini, telah diatur dalam Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya  
bersumber dari al-Qur’an dan hadi£ serta pendapat para ulama yang telah disesuaikan 
dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia. Kompilasi Hukum Islam 
mengenai hukum kewarisan mengatur hal-hal antara lain, mengenai penetapan ahli 
waris, penetapan harta warisan dan ketentuan bagian masing-masing ahli waris. 
                                                                                                                                           
 
3Ibid. 
4Ibid., h. 359. 
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Dalam  Kompilasi Hukum Islam walaupun telah ditetapkan ketentuan masing-masing 
ahli waris berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an, namun tidak menutup 
kemungkinan dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan para ahli waris setelah 
menyadari bagian masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 yang menetapkan 
bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian 
harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.5 
Selain pengaruh adanya pilihan hukum tersebut,  masyarakat juga masih 
terpengaruh oleh sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber pada fiqih ulama 
shalf  yang peraturan pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan Kompilasi Hukum 
Islam. 
Berdasarkan obsevasi awal, diketahui bahwa di Kota Palopo, pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum 
terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannnya sosialisasi 
tentang KHI, terutama pada bidang kewarisan Islam.  
Oleh karena itu,  penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam di  Kota 
Palopo.   
B. Rumusan Masalah     
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah 
dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan  hukum kewarisan Islam 
menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo? Dari masalah pokok tersebut 
dirumuskan beberapa batasan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan hukum ke warisan Islam di Kota Palopo? 
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum ke 




                                                 
5Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama 
RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 1999/2000), h. 86. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada dua permasalahan yang diajukan di atas, tujuan yang 
ingin  dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo  
b. Untuk mengetahui  faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan  hukum 
kewarisan Islam di Kota Palopo.   
2. Kegunaan Penelitian 
Sejalan dengan tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna 
bagi masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat Islam Kota Palopo, serta 
aparat pemerintah yang berwenang  dalam beberapa hal sebagai berikut: 
a. Sebagai masukan (input) bagi masyarakat Kota Palopo dalam arti luas dan 
secara khusus bagi aparat pemerintah dalam rangka mewujudkan hukum 
kewarisan Islam. 
b. Dapat memberikan masukan (input) dan sekaligus sebagai informasi bagi 
pelaksana hukum kewarisan Islam, khususnya para ulama dan aparat 
Peradilan Agama dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam secara 
konsekuen. 
c. Sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum, khususnya bidang hukum 
Islam. 
d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
  






Literatur dan kajian mengenai kewarisan Islam telah banyak ditulis oleh 
para ahli, antara lain buku yang berjudul  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 
Eksistensi dan Adaptabilitas, ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. Buku 
tersebut merupakan kumpulan tulisan, baik yang ditulis berdasarkan library research, 
maupun field research. Di dalam buku tersebut dikemukakan mengenai kewarisan 
Islam secara komprehensip, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarisan 
Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.1 Demikian pula buku yang ditulis oleh Drs. 
Sudarsono, S.H., yang  berjudul Hukum Waris dan Sistem Bilateral, memuat uraian 
tentang kewarisan Islam dan sistem yang dilakukan dalam pembagian harta warisan 
di Indonesia.2 
Selain itu, kajian dalam konsep aplikatif yang membahas data empiris di 
lapangan telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang bersifat studi 
perbandingan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat yakni 
penelitian yang dilakukan oleh Umar Shihab tentang pelaksanaan hukum kewarisan 
Islam di Kabupaten Wajo yang mengemukakan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan 
di Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan Adat yang berlaku 
dalam wilayah tersebut.3  
Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Anshori 
tentang minat masyarakat Islam menyelesaikan perkara kewarisan ke Pengadilan 
Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengemukakan bahwa minat 
masyarakat DIY untuk menyelesaikan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama 
hanya mencapai 56,1%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku 
                                                 
1Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas 
(Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia, 2002). 
 
2Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1994).  
3Umar Shihab, Hukum Ke warisan Islam dan Pelaksanaannya di Kabupaten Wajo (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1988.  
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dalam masyarakat (Islam) Jawa menyelesaikan masalah kewarisan  di antara keluarga 
mereka sendiri.  Juga penelitian yang dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum UMI 
tentang persepsi masyarakat terhadap ketentuan bagian anak laki-laki dan anak 
perempuan dalam hukum kewarisan Islam di Kotamadya Ujungpandang, 
berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya penyimpangan 
dari ketentuan yang telah digariskan. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian 
hukum, yakni berlakunya berbagai sistem hukum dalam masalah kewarisan.4 
Penelitian-penelitian tersebut mengkaji kewarisan Islam, yakni di beberapa 
daerah tersebut hukum kewarisan Islam belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Hal ini disebabkan oleh di daerah-daerah tersebut dalam menyelesaikan masalah 
kewarisan selain berpedoman kepada hukum Islam juga berpedoman kepada  adat 
kebiasaan/tradisi. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo, apakah sudah dilaksanakan 
sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau belum, apa kendala dan solusinya. 
Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.  
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 
Ada tiga istilah  dalam al-Qur’an yang mengungkap tentang  kewarisan 
Islam, yaitu: Pertama, "ثرو  " yang dibentuk dari kata  ”ثرو  -   اثرو–  اثر او  ” yang 
berarti mewarisi harta5, seperti lafa© اواا  نمياس ثروو  dalam QS al-Naml (27): 16 
yang berarti “dan Sulaiman mewarisi Daud”, dalam al-Qur’an kata “ثرو”  dalam 
berbagai bentuk dan makna disebutkan sebanyak 35 kali.6 Kedua, istilah “ اكرت” 
berasal dari kata “ -   رات     راتي  ” yang berarti “meninggalkan, membiarkan.  ـاكرـتلا- 
" ـكرـتلا artinya barang peninggalan mayat”7, seperti lafa© “ رات  ام  ثيث  هيف ” dalam QS 
al-Nisa      (4): 11 yang berarti “maka bagi mereka duapertiga dari harta 
                                                 
4Hasanuddin Kanenu, et. al., Persepsi Masyarakat terhadap Ketentuan Bagian Anak Laki-
laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan  Islam di Kotamadya Ujungpandang (Lembaga 
Penelitian UMI Ujungpandang, 1988. 
 
5A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif), h. 1550. 
6Muhammad Fu±d Abdul B±qiy, al-Mu’j±m al-Mufahrasy Alf±§ al-Qur’an (Cet. III;
Libanon: D±r al-Ma’rifah, 1412/1992), h. 916-917. 
7A.W. Al-Munawwir, op. cit., h. 133. 
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peninggalan”, dalam al-Qur’an kata “ اكرت”  dalam berbagai bentuk dan makna 
disebutkan sebanyak 43 kali.8 Ketiga, istilah “ ضاراف ”   asal katanya “  ارـاف – راف”   
mempunyai pengertian yang sama  dengan "  ر  ـاق  -ر  وـات " artinya menduga-duga, 
mengira-ngirakan. “ ضاراف ” adalah bentuk jamak dari “ ةيرـاف” yang berarti far«u, 
kewajiban9, seperti firman Allah   dalam QS al-Nisa (4): 11    ام  اةيرف yang berarti 
“ketetapan dari Allah”, dalam al-Qur’an kata “ ضاراف ”   dalam berbagai bentuk dan 
makna disebutkan sebanyak 20 kali.10 
Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh  Hasbi Ash-Shiddieqy yang 
mengatakan  bahwa kata “ ضارف ”    adalah bentuk jamak dari kata  ةيرف  dan kata ini 
terambil dari kata راف. Dalam istilah ulama fikih maw±ri£ ialah bagian yang telah 
ditetapkan.11  Jadi, “ ضارف ”    berarti beberapa bagian tertentu. 
Ketiga istilah dalam kewarisan Islam yang dikemukakan di atas, masing-
masing mempunyai pengertian yang berbeda. Ini berarti bahwa dalam hukum 
kewarisan Islam dilihat dari segi kebahasaan, ada tiga unsur pokok yang tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu ahli waris “ثرو”, pusaka “ اكرت  ”, dan ada 
bagian tertentu “ ضاراف ”. Ketiga istilah tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam 
membedakan antara dua istilah, yaitu harta peninggalan ( اكرت) dengan harta warisan 
(ثرلاا).  
Sejalan dengan pendapat di atas, Ahmad Rofiq  mengemukakan pengertian 
kewarisan secara etimologi yaitu berasal dari kata   ثر ا ام , jamak dari kata ث ارامم 
artinya  warisan.   ثر ا ام juga disebut  ضاراف, berasal; dari kata  اةيرف,  artinya 
ketentuan, atau menentukan.12 
Berkaitan dengan ketiga istilah di atas, Kompilasi Hukum Islam 
membedakan dua istilah, yakni antara harta peninggalan  dengan harta warisan. Harta 
                                                 
8 Muhammad Fu±d Abdul B±qiy, op. cit., h. 196-197. 
9 Al-Munawwir, op. cit., h. 1046. 
10 Muhammad Fu±d Abdul B±qiy, op. cit., h. 254-255. 
11T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 
h. 5. 
12Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, Edisi Revisi (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 2. 
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peninggalan adalah harta yang ditinggalkan  oleh pewaris baik berupa harta benda 
yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta 
bawaan ditambah bagian dari harta  bersama setelah digunakan untuk keperluan 
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajh³z), 
pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.13 Jadi, harta warisan merupakan 
harta yang siap dibagikan kepada para ahli waris. 
Dari pengertian  di atas,   dapat dikatakan  bahwa hukum kewarisan Islam 
adalah suatu ketentuan yang mengatur bagian harta yang telah ditentukan dan wajib 
dilaksanakan, yakni di dalamnya terdapat   tiga unsur, yaitu ada orang yang 
meninggal (pewaris), ada harta yang ditinggalkan (tirkah), dan ada ahli waris. 
Adapun yang termasuk kategori tirkah adalah segala harta benda si mayit 
sebelum wafatnya, baik berupa harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak, 
baik harta benda itu sedang berada di tangannya maupun sedang berada di tangan 
orang lain, seperti barang   titipan, tanah atau barang sewaan, dan harta yang 
dipinjamkan. Termasuk pula dalam kategori ini piutang, baik yang telah jelas kapan 
waktu pelunasannya maupun piutang yang belum jelas waktu pelunasannya.14 
 Al-Syaibany dalam kitab Mugniy al-Mu¥t±j juz III memberikan pengertian 
sebagai berikut: 
لكل ةكترلا نم بج اولاردق ةفرعم لىا لوصولما ب اسلحا ةفرعمو ثرلا با قلعتلما هقفلا 
 قح يذ15 
Fiqih maw±ri£ adalah fiqih yang berkaitan dengan harta warisan, mengetahui 
perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan 
bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang 
berhak menerimanya.  
                                                 
13Zainal Abidin Abubakar, op. cit., h.348. 
14Satria Effendi M. Zein,  “Analisis Fiqh Terhadap Yurisprudensi tentang Kewarisan 
“Mimbar Hukum” No. 18 Tahun VI, 1995, h. 112. 
15M. al-Syaibany al-Khatib, Mugniy al-Mu¥t±j, Juz III (Kairo: Mustafa al-B±by al-Halaby, 
1958), h. 3. 
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Idris Ramulyo merumuskan pengertian hukum kewarisan Islam yang 
sependapat dengan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dengan sedikit 
perubahan, yaitu: 
Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau 
Badan Hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana 
kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing 
secara adil dan sempurna.16  
 
Dari pengertian yang dikemukakan di atas, baik menurut istilah al-Qur’an 
maupun yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam,    nampak bahwa hal itu 
mempunyai makna yang sama dengan  pengertian dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi 
Hukum Islam, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( كرت ) pewaris, menentukan siapa-siapa 
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya, 
pada huruf b mengemukakan pengertian pewaris, adalah orang yang pada saat 
meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal  berdasarkan putusan 
pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kemudian pada huruf c 
ditegaskan pengertian ahli waris, yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama 
Islam, dan tidak terhalang karena hukum, untuk menjadi ahli waris.17 
Berdasarkan pengertian Pasal 171 huruf a, b, dan c di atas, ternyata dalam 
kewarisan Islam ada tiga unsur yang terpenting diperhatikan, yaitu pewaris, ahli 






                                                 
16Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)  (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 36. 
17Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama 
ri, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 1999/2000), h  81.  
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B. Kewajiban Ahli Waris 
Pada Pasal 175 ayat (1 dan 2)  Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan 
bahwa para ahli waris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pewaris, 
yaitu:  
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris 
a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; 
b) menyelesaikan hutang,  baik hutang pengobatan, perawatan, maupun 
menagih  piutang; 
c) menyelesaikan wasiat pewaris; 
d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas 
pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.18 
Sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris, pada Pasal 187 
ayat (1 & 2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: 
1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris selama 
hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai 
pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:  
(a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda 
bergerak maupun berupa benda tidak bergerak, yang kemudian disahkan 
oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan 
uang. 
(b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris dengan   
Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, dan c. 
2) Sisa dalam pengeluaran dimaksud di atas merupakan harta warisan yang harus 
dibagikan kepada ahli waris yang berhak.19 
Apabila isi Pasal 187 di atas dicermati, maka jelaslah bahwa Kompilasi 
Hukum Islam menetapkan harta peninggalan pewaris bukan saja dalam bentuk benda 
                                                 
18Ibid., h. 83. 
19Ibid., h. 87-88. 
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tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga benda bergerak seperti surat-surat berharga 
dan sebagainya. Demikian pula dalam Pasal 171  Kompilasi Hukum Islam 
membedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan, yaitu harta peninggalan 
masih bersifat umum karena di dalamnya  masih terdapat hak-hak pewaris, seperti 
pembayaran hutang, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan adalah harta yang 
sudah siap dibagi. Ketentuan ini dijelaskan  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 
huruf d dan e , yaitu: 
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa 
harta benda  yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 
e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajh³z), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.20 
Jadi, sebelum ditunaikan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap  si mayit, 
yakni  menyelenggarakan jenazahnya, membayar hutangnya, dan melaksanakan 
wasiatnya, ahli waris belum berhak membagikan harta tersebut. Setelah seluruh 
kewajiban ditunaikan, barulah harta tersebut boleh dibagikan  berdasarkan bagian-
bagian yang telah ditetapkan. 
 
C. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Endang Syaifuddin Anshori dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 
Eksistensi dan Adaptabilitas mengemukakan bahwa kewarisan Islam sebagai bagian 
dari syari’at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub 
hukum perdata,  tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain  dari ajaran Islam. 
Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya  harus didasarkan pada sumber yang sama 
seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Dasar atau sumber 
yang dimaksud adalah al-Qur’an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.21 
 
                                                 
20Ibid., h. 81. 
21Abdul Ghofur Anshori,  op. cit., h. 6. 
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1. Al-Qur’an   
Ketentuan hukum kewarisan Islam yang bersumber pada al-Qur’an  baik 
secara tegas maupun secara tersirat dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur’an, 
sebagai berikut: 
1) QS al-Nisa/4: 2 
اوُل َّدَب َت َت َلاَو ُْمَلَاَوْمَأ ىَماَت َيْلا اوُتاَءَو اايرِبَك اباوُح َناَك ُهَّنِإ ْمُكِلاَوْمَأ َلىِإ ُْمَلَاَوْمَأ اوُلُكَْتَ َلاَو ِب ِيَّطلِبا َثيَِبْلْا   
Terjemahnya:  
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, 
jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan 
harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar 
dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.22 
 
M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini  memerintahkan kepada 
para wali untuk memelihara harta anak yatim  yang belum dewasa yang telah wafat 
ayahnya yang berada dalam pengawasan mereka. Juga larangan mengambil harta 
anak yatim dan menggunakannya secara tidak wajar, yang dimotivasi oleh keinginan 
mencampuradukkan dengan hartanya atau harta orang lain. Dan semua yang dilarang 
tersebut adalah dosa dan kebinasaan yang besar.23  
2) QS al-Nisa/4: 6 
 َُلَاَو ْمَأ ْمِهْي َلِإ اوُع َفْفا َف ا اد ْشُر ْمُه ْ نِم ْمُتْسَناَء ْنَِإف َحاَك ِنلا اوُغَل َب اَذِإ َّتََّح ىَماَت َيْلا اوُل َت ْباَو  ْن َمَو اُوَا ْكَْ ْنَأ ااراَد ِبَو اافاَر ْْ ِإ ا َهوُلُكَْتَ َلاَو ْم َنا َك
 ْشََأف ُْمَلَاَوْمَأ ْمِهَْيلِإ ْمُتْع َفَف اَذَِإف ِفوُرْعَمْلِبا ْلُكْأَيْل َف اايرِقَف َناَك ْنَمَو ْفِفْع َتْسَيْل َف اًّيِنَغاابيِسَح َِّللَِّبا ىَفََكو ْمِهْيَلَع اوُدِه  
Terjemahnya: 
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan 
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
                                                 
22Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir  al-Qur’an, 1990),  h. 114.  
23M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misb±h, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Volume 
2 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 320. 
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anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).24 
 
Ayat tersebut memberi ketegasan kepada para wali bahwa jika para pemilik  
harta (anak yatim) tersebut telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka 
harta mereka harus segera diserahkan.25 
Hazairin mengemukakan bahwa ayat-ayat di atas memberi peringatan 
kepada pengurus-pengurus harta tersebut untuk mengatur keselamatan harta 
peninggalan yang menjadi milik ahli waris  yang belum dewasa atau dungu dengan 
sebaik-baiknya.26 
Selain yang disebutkan di atas, juga memberikan petunjuk keharusan 
adanya saksi  dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli 
masing-masing ahli waris. 
3) QS al-Nisa/4: 7 
 َِج رلِل َّمِ َنُوبَر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ ٌبيِصَن ِءاَس ِنلِلَو َنُوبَر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ ٌبيِصَن ِلاااضوُرْفَم اابيِصَن َر ُثَك ْوَأ ُهْنِم َّلَق ا  
 
Terjemahnya:  
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan.27 
 
Ayat di atas memberikan penegasan bahwa baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan dapat mewarisi dari kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagian 
ini merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan baginya.  
 
                                                 
24Departemen Agama RI, op. cit., h. 115-116.  
25Quraish Shihab, op. cit., h. 333.  
26Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis (Cet. VI; Jakarta:
Tintamas, 1982), h. 4. 
27 Departemen Agama, op. cit, h. 116. 
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4) QS al-Nisa/4: 8 
 َُلَ اوُلوُقَو ُهْنِم ْمُهوُُقزْرَاف ُينِكاَسَمْلاَو ىَماَت َيْلاَو َبَْرُقْلا وُلوُأ َةَمْسِقْلا َرَضَح اَذِإَواافوُرْعَم الاْو َق ْم   
Terjemahnya: 
 
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 
miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 
kepada mereka perkataan yang baik.28 
  
Ayat tersebut, memberikan petunjuk agar jika ketika pembagian harta 
warisan  hadir kerabat (yang tidak berhak menerima harta warisan)  atau anak yatim 
(baik kerabat atau bukan) agar mereka diberikan  sebagian dari harta tersebut.   
Sehubungan dengan hal tersebut M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa  
ayat tersebut mengingatkan bahwa sebelum menguraikan bagian masing-masing, jika 
sewaktu pembagian harta itu hadir, yakni diketahui oleh kerabat yang tidak mendapat 
harta warisan, baik mereka dewasa maupun anak-anak, atau hadir anak yatim dan 
orang miskin, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak 
selama diketahui oleh yang menerima, adanya orang-orang yang butuh, maka berilah 
mereka sebagian, yakni walau sekedarnya dari harta itu, dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang baik yang menghibur hati mereka karena sedikitnya yang 
diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan kepada 
mereka.29  
Dengan demikian, ayat di atas memberikan petunjuk agar orang yang 
berpunya senantiasa memberikan belas kasih dan mempunyai kepedulian sosial, 
terutama kepada anak-anak yatim  
5) QS al-Nisa/4: 11 
                                                 
28Ibid.,h. 116.  
29M. Quraish Shihab, op. cit., h. 337. 
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 َّن  ُهَل َف ِْين َت َن ْ ا َ ْو   َف اءا َسِن َّن  ُك ْنِإ َف ِْين َي َث ُْنْلْا  ِْ   َح ُل ْثِم ِرَكَّ   لِل ْم ُِكفَلاْوَأ  ِ ُ َّللَّا ُمُكي ِصُوْ َُثل ُ   ُف  ْص ِنلا ا َهَل َف اهَد  ِحاَو ْح َناَك ْنِإَو َكَر   َت ا َم ا
 ِرَوَو ٌد َلَو ُه َل ْن ُكَْ ْ َ ْنِإ َف ٌد َلَو ُه َل َنا َك ْنِإ َكَر  َت ا َّمِ ُتُد مِسلا ا َمُه ْ نِم ند ِحاَو  ِل ُكِل ِه َْْو ََبِلَْو ِه  ُِمِمَف ٌهَو ُْ ِإ ُه َل َنا َك ْنِإ َف ُث ُلمِ ثلا ِه  ُِمِمَف ُفاَو  ََبأ ُه َ  
 ْمُكَل ُبَر ْقَأ ْمُهمِ َْأ َنوُرْدَت َلا ْمُُكؤاَن َْبأَو ْمُُكؤَبااَء ن ْْ َف ْوَأ َاِبِ يِصُوْ نةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ُتُدمِسلا  ااميِكَح ااميِلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ َِّللَّا َنِم اةَضِْرَف ااعْف َن 
Terjemahnya:  
Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 
bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas)  
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah     dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang  tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.30 
 
Hazairin mengemukakan bahwa ayat ini menjadikan semua anak, baik anak 
laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah 
ibunya). Inilah yang dinamakan oleh Hazairin sebagai sistem bilateral, karena dalam 
sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki  yang berhak mewarisi, 
sedangkan dalam sistem matrilineal, anak-anak hanya mewarisi dari pihak ibunya, 
dan tidak dari bapaknya.31 
Selain itu, ayat ini mendudukkan anak si pewaris bersama-sama dengan 
orang tua si pewaris serentak sebagai ahli warisnya. Hal ini  merupakan hal baru, 
sebab sistem kewarisan di luar al-Qur’an, hal demikian tidak mungkin, karena orang 
tua  baru mungkin menjadi ahli waris jika si pewaris mati punah (mati tidak 
                                                 
30Ibid., h. 116-117.  
31Hazairin, op. cit., h. 14.  
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berketurunan). Hal baru tersebut merupakan saluran langsung  bagi prinsip yang 
diletakkan oleh Allah swt. dalam penggalan ayat 
yang maksudnya bahwa hubungan antara  . . .  32ا اعْف َن ْم ُكَل ُبَر  ْقَأ ْم ُهمِ َْأ َنوُرْد َت َلا ْمُُكؤا َن َْبأَو ْم ُُكؤَباا ََ
orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.33 
6) QS al-Nisa/4: 12 
 ْمُكَلَو َْكر َت اَّمِ ُعُبمِرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَلَ َناَك ْنَِإف ٌدَلَو َُّنَلَ ْنُكَْ ْ َ ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَر َت اَم ُفْصِن  ُعُبمِرلا َُّنَلََو ن ْْ َف ْوَأ َاِبِ َينِصُوْ نةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم َن
 َك ْنَِإف ٌدَلَو ْمُكَل ْنُكَْ ْ َ ْنِإ ْمُتَْكر َت اَّمِ ٌل ُجَر َنا َك ْنِإَو ن  َْْف ْوَأ َاِبِ َنوُصوُت نةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم ْمُتَْكر َت اَّمِ ُنُممِثلا َّنُهَل َف ٌدَلَو ْمُكَل َنا اة َلَاَك ُثَرو ُْ
  َ ِلَذ ْن ِم َر  َثْكَأ اُونا َك ْنَِإف ُتُدمِسلا اَمُه ْ نِم ندِحاَو  ِلُكِلَف ٌح ُْ ُأ ْوَأ ٌخَأ ُهَلَو ٌهَأَرْما ِوَأ ْوَأ ا َِبِ ى َصُوْ نةَّي ِصَو ِد ْع َب ْن ِم ِث ُلمِ ثلا  ِ ُءاََكر ُش ْم ُه َف
 ٌميِلَح ٌميِلَع ُ َّللَّاَو َِّللَّا َنِم اةَّيِصَو ن راَضُم َْيرَغ ن ْْ َف 
Terjemahnya:  
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 
maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 
mu«arat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 





                                                 
32Ibid., h. 17.  
33Ibid., h. 26. 
34Departemen Agama RI, op. cit., 117.  
  





7) QS al-Nisa/4:176 
 ُف ْصِن ا َهَل َف ٌح ُْ ُأ ُه َلَو ٌد َلَو ُه َل ََ ْي َل  ََلَه ٌؤُرْما ِنِإ ِةَلَاَكْلا  ِ ْمُكيِتْف ُْ ُ َّللَّا ِلُق  ََنوُتْف َتْسَْ  ْنِإ َف ٌد َلَو ا ََلَ ْن ُكَْ ْ َ ْنِإ ا َه ُ ِرَْ َو ُهَو َكَر  َت ا َم
  ْنِإَو َكَر َت اَّمِ ِنَاُثلمِ ثلا اَمُهَل َف ِْينَت َن ْ ا اَت َناَك َُّللَّاَو اومِل ِضَت ْنَأ ْم ُكَل ُ َّللَّا ُ  ِين َب ُْ ِْين َي َث ُْنْلْا  ِْ  َح ُل ْثِم ِرَكَّ لِلَف اءاَسِنَو الااَِجر اهَو ُْ ِإ اُوناَك نءْي َش  ِل ُكِب 
  ٌميِلَع 
Terjemahnya:  
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 
saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.35 
 
 Kedua ayat di atas  menurut Hazairin  menjadikan saudara ahli waris bagi 
saudaranya yang punah (kalalah), apakah si mati itu laki-laki atau perempuan, 
demikian pula apakah saudara yang mewarisi itu laki-laki atau perempuan.36 
8) QS al-Nisa/4: 13 
 ُهْل ُِ ُْدْ ُهَلوُْ َرَو ََّللَّا ِعِطُْ ْنَمَو َِّللَّا ُفوُدُح  َِْلت ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا  َِلَذَو اَهيِف َنِْدِلا َُ  ُرَاْنَْْلْا اَهِتَْتَ ْنِم يِرَْتَ نتاَّنَج  
Terjemahnya:  
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang 
siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 
dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 
di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.37 
                                                 
35Ibid., h. 153.   
36Hazairin, op. cit., h. 14.  
37Departemen Agama RI, op. cit., h. 118.  
  






9) QS al-Nisa/4: 14 
 ٌينِهُم ٌبا ََع ُهَلَو اَهيِف ا ادِلا َُ  اارَنَ ُهْل ُِ ُْدْ ُفَفوُدُح َّدَع َت ََْو ُهَلوُْ َرَو ََّللَّا ِصْع َْ ْنَمَو 
 
Terjemahnya: 
Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka 
sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.38 
 
 Pada ayat 13 dan 14 di atas, Allah memperingatkan dengan suatu ketegasan 
konsekuensi bagi orang-orang yang mentaati aturan kewarisan Islam yang digariskan 
oleh Allah Swt yakni akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya bagi orang 
yang tidak melaksanakan ketentuan kewarisan Islam akan dimasukkan ke dalam 
neraka, dan orang-orang tersebut tergolong orang yang durhaka kepada Allah swt. 
dan Rasul-Nya. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewarisan Islam bagi 
umat Islam wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah Swt. 
10) QS al-Nisa/4: 32 
 ِصَن ِءاَس ِنلِلَو اوُبَسَتْكا اَّمِ ٌبيِصَن ِلاَِج رلِل نضْع َب ىَلَع ْمُكَضْع َب ِهِب ُ َّللَّا َلَّضَف اَم اْوَّ نَمَت َت َلاَو ََّللَّا َّنِإ ِهِل ْضَف ْن ِم ََّللَّا اوَُلأ ْْ اَو َ َْ  َسَتْكا ا َّمِ ٌبي
 ااميِلَع نءْيَش  ِلُكِب َناَك 
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang 
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita 
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 




                                                 
38Ibid.  
39Ibid.,  h. 122. 
  







11) QS al-Nisa/4: 33 
 ِصَن ْمُهوُتَآف ْمُكُنَاْيَْأ ْتَدَقَع َنْ َِّلاَو َنُوبَر ْقَْلْاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت اَّمِ َلِاَوَم اَنْلَعَج ن لُكِلَو ُه َبي ا اديِهَش 
نءْيَش  ِلُك ىَلَع َناَك ََّللَّا َّنِإ ْم 
Terjemahnya:  
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang 
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.40 
 
 Pada ayat 32 dan 33 di atas, memberikan petunjuk bahwa setiap orang akan 
mendapatkan harta, baik atas usahanya sendiri maupun (pemberian) dari kerabatnya. 
Oleh sebab itu, ketetapan Allah atas jumlah bagian harta warisan tidak boleh 
membuat irihati sesorang terhadap yang lain. 
12) QS al-Ahzab/33: 4 
… َّسلا يِدْه َْ َوُهَو ََّقْلحا ُلوُق َْ ُ َّللَّاَو ْمُكِهاَو ْفَِبِ ْمُكُلْو َق ْمُكِلَذ ْمَُكءاَن َْبأ ْمَُكءاَيِعْفَأ َلَعَج اَمَو  َليِب 
Terjemahnya:  
… Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, 
dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar).41 
 
13) QS al-Ahzab/33: 5 
 ْنَِإف َِّللَّا َدْنِع ُطَسْقَأ َوُه ْمِهِئَبالْ مهوعفا ِه ِب ْ ُْأ َط ُْ َأ ا َميِف ٌحا َنُج ْمُكْي َلَع ََ ْي َلَو ْمُكِيلاَو َمَو ِنْ  ِد لا  ِ ْمُكُناَو ُْ َِإف ْمُهَءَبااَء اوُمَلْع َت ْ َ  ْن ِكَلَو
 ااميِحَر ااروُفَغ ُ َّللَّا َناََكو ْمُكُبوُل ُق ْتَدَّمَع َت اَم 
Terjemahnya:  
                                                 
40Ibid.  
41Ibid., h. 666.  
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Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.42 
 
Dua ayat di atas, mempertegas tentang status anak angkat dalam hubungan 
keluarga, yakni tidak sama dengan status anak kandung, sehingga anak angkat tidak 
memperoleh bagian   harta warisan dari ayah atau ibu angkatnya. Akan tetapi, ia 
mendapatkan harta atas dasar wasiat. Menurut  Kompilasi Hukum Islam, jika anak 
angkat tidak menerima wasiat, maka kepadanya diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.43 
14) QS al-Ahzab/33: 6 
 َعْف َت ْنَأ َّلاِإ َنِْرِجاَهُمْلاَو َينِنِمْؤُمْلا َنِم َِّللَّا ِباَتِك  ِ نضْع َِبب َلىْوَأ ْمُهُضْع َب ِماَحْرَْلْا وُلوُأَو َِيلْوَأ َلىِإ اوُلاافوُرْعَم ْمُكِئا 
Terjemahnya:  
… Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin 
dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada 
saudara-saudaramu (seagama). 44 
 
Selanjutnya pada ayat 6 di atas, Allah menegaskan bahwa dalam 
pelaksanaan pembagian warisan (hak waris) diutamakan  berdasarkan -l- al-ar¥±m 
yang lebih dekat dengan pewaris. Adapun yang termasuk dalam kategori  -l- al-
ar¥±m  (hubungan darah) adalah walidan, awl±d, aqrab-n, dan -l-- al-qurb±.45 
Sedangkan hubungan kedarahan itu sendiri disebut al-arh±m, sebagaimana yang 
disebutkan dalam QS al-Nis± (4): 1. 
                                                 
42Ibid., h. 667. 
43Zainal Abidin Abubakar, . . ., op cit., h. 356. 
44Departemen Agama RI, op. cit., h. 667. 
45Hazairin, op. cit., h. 26. 
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  Namun demikian, Allah menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama 
Mukmin dan Muhajirin dengan cara memberikan sebagian harta melalui wasiat 
dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga harta warisan. 
 
2.  Sunnah Rasul saw.  
Sebagai sumber legislasi kedua setelah al-Qur’an, sunnah mempunyai 
fungsi sebagai penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap al-Qur’an, sebagai  
penguat hukum dalam al-Qur’an, dan membentuk hukum yang tidak disebutkan 
dalam al-Qur’an.46 Misalnya hadis tentang seseorang yang terhalang menerima 





Kami diberi tahu oleh Muhammad bin Rum¥ al-Lai¡ bin Said, Ishak bin Abi 
Qurwah, dari ibnu Syih±b, dari ¦umaid bin Abdurrahman  bin ‘Auf, dari Abi 
Hurairah, dari Rasulullah saw. bersabda: Orang yang membunuh tidak 
berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. 
 
3. Ijtihad 
Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa pada dasarnya, al-Qur’an dan 
sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman 
hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial kaum muslimin, 
khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi, kehidupan manusia yang dinamis  
membutuhkan hukum yang dapat berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya. 
Oleh karena itu, diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang 
berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum 
baru yang relevan dengan kebutuhan. Untuk menghadapi perubahan sosial budaya 
                                                 
46Ibid., h. 12. 
47Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Semarang: Toha Putra, t. th.), h. 913. 
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yang demikian, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan 
berpikir guna mengeluarkan hukum syari’at dari dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah, 
dan inilah yang disebut ijtihad.48 
Senada dengan hal tersebut di atas, Mohammad Daud Ali menyatakan 
bahwa dasar hukum kewarisan Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. 
yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fikih Islam melalui 
ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan 
kondisi tempatnya berijtihad.49 Dengan demikian, hasil ijtihad dijadikan sumber oleh 
kaum muslimin dalam mengahadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan 
dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. demikian pula persoalan yang 
berhubungan dengan kewarisan. 
4. Konstitusional 
Secara konstitusional, hukum kewarisan Islam telah diatur dalam Instruksi 
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Melaksanakan 
hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam merupakan 
kewenangan bagi Peradilan Agama yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehubungan dengan tugas Peradilan Agama 
tersebut, Presiden memberikan instruksi yakni dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk 
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati.50 
Ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan, 
mengatur tentang penetapan harta warisan, penetapan ahli waris, penetapan ketentuan 
bagian ahli waris, termasuk anak angkat dan ahli waris pengganti. 
D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
                                                 
48Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 13. 
49Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, Edisi Keenam (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 281.  
50Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995), h. 53. 
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Berdasarkan pada beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad saw. yang 
mengatur tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana dikemukakan di atas, 
terkandung beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam. Mohammad Daud Ali mengemukakan asas-asas tersebut sebagai 
berikut: 51 
1. Asas Ijbari;  asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang 
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 
ketetapan Allah Swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli 
waris. Unsur kewajiban (ijbari) dalam hukum kewarisan Islam. Asas ini, dalam 
Kompilasi Hukum Islam secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai 
perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas 
ijbari mengenai cara peralihan harta warisan juga disebut dalam ketentuan umum 
tersebut, yakni Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi: “Sisa dari pengeluaran 
dimaksud, merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang 
berhak”. Kata ‘harus’ dalam Pasal ini menurut Daud Ali menunjukkan asas ijbari 
tersebut.52 Adapun tentang bagian masing-masing dinyatakan dalam Bab III Pasal 
176 sampai dengan 182 Kompilasi Hukum Islam. 
2. Asas Bilateral; asas ini mengandung maksud bahwa seseorang menerima hak 
warisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan 
dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum 
Islam terlihat pada  pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 
ayat (1) yaitu golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. 
Sedangkan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan, dan nenek. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki 
dan perempuan secara serempak menjadi ahli  dalam pasal tersebut, menurut 
Daud Ali secara jelas menunjukkan asas bilateral. Duda atau janda menjadi ahli 
                                                 
51Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan) (Cet. II; 
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waris berdasarkan hubungan perkawinan juga merupakan ciri kewarisan 
bilateral.53  
3. Asas Individual;  mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi 
pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Dalam hal ini 
setiap ahli waris berhak  atas bagian yang diperolehnya tanpa terikat pada bagian 
ahli waris yang lain, sebab bagian masing-masing sudah ditentukan. Asas ini, 
dalam Kompilasi Hukum Islam tercermin dalam Pasal-pasal mengenai besarnya 
bagian  ahli waris, pada Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus bagi 
ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu 
bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari 
kewarisan, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul 
anggota keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam Pasal 
184. 
4. Asas keadilan yang berimbang;  asas ini mengandung pengertian bahwa harus 
senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang 
diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya, laki-laki 
dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya 
masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem 
kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris 
pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap 
keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, asas ini terdapat dalam Pasal-pasal 
mengenai bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180.  Juga 
dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu 
penyelesaian pembagian warisan melalui (1) pemecahan secara ‘aul, dengan 
membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang 
berhak menurut  kadar bagian  masing-masing. Hal ini disebut dalam Pasal 192 
dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. 
Selain itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian 
                                                 
53Ibid., h. 129. 
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pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui (2) radd, yakni 
mengembalikan sisa (kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan 
kadar bagian masing-masing.54 Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah radd ini  
dirumuskan dalam Pasal 193. 
Ke dalam asas keadilan yang berimbang ini  dapat juga dimasukkan tentang ahli 
waris  pengganti,55 seperti dikemukakan oleh Hazairin bahwa ahli waris 
pengganti  adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi 
penghubung antara dia dengan si pewaris.56 
5. Asas  akibat kematian;  artinya bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat 
dari kematian seseorang. Peralihan harta seseorang (pewaris) kepada orang lain 
(ahli waris) yang disebut kewarisan baru terjadi  setelah orang yang mempunyai 
harta itu  meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada harta warisan jika orang 
yang mempunyai harta (pewaris) masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam, 
asas ini tercermin dalam berbagai pengertian istilah, yakni kewarisan, pewaris, 
ahli waris, harta peninggalan yang terdapat pada Pasal 171 Bab ketentuan umum. 
Selanjutnya Idris Djakfar dan Taufiq Yahya mengemukakan enam asas 
kewarisan Islam yaitu asas-asas yang dikemukakan  di atas, dengan menambahkan  
satu asas lagi, yaitu: 
6. Asas personalitas keislaman; asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta 
warisan hanya terjadi apabila antara pewaris dan ahli waris sama-sama menganut 
agama Islam. Logikanya adalah bahwa persoalan kewarisan merupakan alat 
penghubung  untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan 
adanya jalinan rasa saling menolong  di antara keduanya.57 
Keenam asas hukum kewarisan yang dapat dipetik dari  al-Qur’an dan hadis 
Nabi saw. tersebut, merupakan landasan dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam 
                                                 
54Iibid.,  h. 131. 
55Iibid., h. 132.  
56 Hazairin, op. cit., h. 32. 
57Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, op. cit., h. 28-29. 
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yang harus dilaksanakan, jika tidak, dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat 
rusaknya persaudaraan antara sesama keluarga. 
 
E. Peraturan Perundang-undangan  di Bidang Kewarisan Islam 
1. Inventarisasi Hukum Positif dan Kebijakannya 
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama. 
b. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
c. Undang-undang No. 35 Tahun tentang Perubahan terhadap Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 
e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 
tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. 
f. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 
3694/E.V/HK.00.3.AZ.91 Tanggal 25 Juli 1991. 
g. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 Bab VII tentang Arah 
Kebijaksanaan Bidang Hukum, sub C. 
Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan oleh 
pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di 
Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas,  tampak bahwa kebijakan yang 
mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia  secara hierarki memberlakukan  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Kewarisan Islam  belum dapat menjamin adanya kepastian hukum, sebab 
baru berupa Instruksi Presiden, dalam arti belum merupakan Undang-undang. Selain 
itu, Kompilasi Islam hanya mengatur beberapa hal, yaitu penetapan ahli waris, 
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penetapan bagian masing-masing ahli waris, penetapan harta warisan dan kewajiban 
ahli waris. Mengenai syarat-syarat ahli waris belum diatur secara sempurna, 
sedangkan syarat-syarat ahli waris merupakan salah satu unsur yang sangat penting 
yang harus dipahami oleh masyarakat. Misalnya pada pasal 173 yang hanya 
menetapkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris dengan sebab dipersalahkan 
telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau 
dipersalahkan secara memfitnah  telah mengadukan pengaduan bahwa pewaris telah 
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 
hukuman yang lebih berat.58 Padahal dalam kewarisan Islam telah dijelaskan bahwa 
bukan hanya disebabkan oleh membunuh seseorang terhalang  mendapat harta 
warisan, akan tetapi, masih ada sebab-sebab lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Ahmad Rofiq bahwa  hal-hal  yang dapat menghalangi untuk menerima warisan 
menurut yang disepakati para ulama adalah pembunuhan (al-qatl), berlainan agama 
(ikhtil±f al-d³n), perbudakan (al-‘ib±d), sedangkan yang tidak disepakati  adalah 
berlainan negara.59  
Ahmad Rofiq menambahkan bahwa mengenai berlainan negara yang 
menjadi penghalang untuk mewarisi, yakni jika di antara ahli waris dan muwarris-
nya berdomisili di  dua negara yang berbeda  kriterianya. Jika dua negara sama-sama 
sebagai negara Muslim, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga 
negaranya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya 
berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarris-nya  non-Muslim, tidak berhalangan 
bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara yang 
sama-sama Muslim.60 
Hal ini sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam, terutama asas 
personalitas keislaman, bahwa   saling mewarisi  hanya dapat terjadi apabila antara 
pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Jadi, sekiranya ada seorang yang  
                                                 
58Direktorat Pembinaan…, op. cit., h. 82-83. 
59Ahmad Rofiq, op. cit., h. 30. 
60Ibid., h. 40. 
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dari segi ikatan kekerabatan berhak menerima harta warisan, akan tetapi karena 
menganut agama lain selain Islam, maka haknya dapat dibatalkan disebabkan oleh 
kekafirannya.  
Hadis Rasulullah saw.  yang diriwayatkan oleh al-Bukh±riy :tentang 
terhalangnya seseorang untuk menerima warisan karena berlainan agama  
   ي ضر د  ْز ن  ب ة م ا  ْ ا ن  ع ن ام  ثع ن  ب ر مع ن  ع ين سح ن  ع ي لع ن  ع با  هش ن  ب ن  ع ب ْ ر  ج ن  ب ا ن  ع م ص ا ع وبا ا ن د ح
:ل اق م ل ْو هيلع   ىلص بينل ا ن ا ام هنع .ملسلما رف اكل الاو رف اكلا ملسلما ث ر ْ لا61 
Artinya:  
Kami diberi tahu oleh Abu ‘Asim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali 
bin Husain, dari ‘Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid ra. bahwasanya Nabi 
saw. bersabda:  Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir 
tidak mewarisi harta orang Muslim. 
 
Adapun undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
hanyalah mengatur kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan masalah 
kewarisan bagi umat Islam, demikian pula Keputusan Menteri Republik Indonesia 
Nomor 154 Tahun 1991 dan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 
Agama,  merupakan kebijakan pemerintah untuk menyebarluaskan dan melaksanakan 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. 
 Marzuki Wahid dan Rumadi memandang bahwa Inpres Nomor 1 tahun 
1991 merupakan instrumen hukum yang absah  dan mempunyai daya ikat, tetapi 
sebatas pada  dictum instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai 
hukum positif tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara 
sebagaimana halnya Undang-undang, Kepres, Peraturan Perundang-undangan, 
maupun lainnya. Karena, Inpres  dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintah 
(executive leader), bukan Kepala Negara (state leader) dan ditujukan kepada Menteri 
Agama  untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang berisi hukum 
pernikahan, kewarisan dan hukum perwakafan. Akan tetapi, demikian Wahid 
                                                 
61Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukh±riy, loc. cit. 
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menambahkan bahwa dengan dikukuhkannya dalam bentuk Keputusan Menteri 
Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 resmi berlaku sebagai hukum 
untuk digunakan dan diterapkan oleh instansi  pemerintah dan masyarakat yang 
memerlukannya. 62    
Apabila Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut harus dilaksanakan secara 
konsekuen, seyogianya ditetapkan dalam suatu undang-undang  agar menjamin 
adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, seperti halnya Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 
1977 tentang perwakafan. 
2. Sinkronisasi Hukum 
Jika dilihat kembali isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
kewenangan Peradilan Agama untuk melaksanakan hukum kewarisan  berdasarkan 
Kompilasi Hukum Islam, tampak adanya ketidakserasian. Hal ini dapat dilihat pada 
Penjelasan Umum sub 2 alinea keempat tidak sinkron dengan Bab III Pasal 49 ayat 
(1). Pada Penjelasan Umum sub 2 alinea keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 menetapkan bahwa sehubungan dengan hal pelaksanaan hukum kewarisan 
Islam tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk 
memilih hukum apa  yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.63 Jika 
ketentuan ini  dianalisa, tampak bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam 
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam belum dapat menciptakan 
suatu kesatuan  dan kepastian hukum. Ini berarti bahwa pelaksanaan hukum 
kewarisan  bagi umat Islam masih terjadi dualisme hukum. Akibatnya, masyarakat 
dapat dengan bebas menyelesaikan masalah kewarisannya sesuai dengan 
kehendaknya tanpa mengabaikan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Padahal, 
dalam Bab III Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang  memeriksa, memutus dan meyelesaikan 
                                                 
62Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 204. 
63Zainal Abidin Abubakar, op. cit., h. 276. 
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perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang:  
a. perkawinan, 
b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta 
c. wakaf dan sadaqah.64    
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masalah kewarisan bagi umat 
Islam merupakan kompetensi mutlak Pengadilan Agama. Hal ini berarti bahwa 
dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, maka semua masalah umat Islam yang berkaitan dengan tiga hal 
pokok tersebut harus diselesaikan melalui Peradilan Agama berdasarkan Kompilasi 
Hukum Islam. 
Berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagian besar bergantung pada umat 
Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam arti sebuah komunitas 
penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya. 
Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan, 
terutama kekuasaan  negara. Padahal Indonesia bukanlah sebuah negara Islam, akan 
tetapi sebuah Negara Nasional yang tidak hanya memberi tempat kepada umat Islam 
untuk melaksanakan hukum Islam tetapi juga kepada umat-umat penganut agama 
lain.65  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan 
empat indikator  kesadaran hukum, yaitu: 
a. Pengetahuan terhadap peraturan-peraturan hukum. 
b. Pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum itu. 
c. Pentaatan hukum, yakni bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum itu. 
d. Pola-pola prilaku hukum (legal behavior).66  
                                                 
64Ibid., h. 259. 
65Abdurrahman, op. cit., h. 1. 
66Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 
Rajawali, 1983), h. 197. 
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Harun Utuh mengemukakan bahwa kesadaran meliputi: Pertama, 
pengertian kognitif, yakni tahu dan mengerti. Kedua, pengertian  afektif, yakni 
memahami dan menghayati (internalisasi), dan Ketiga, pengertian psikomotorik, 
yakni bersedia mengamalkan dalam arti taat dan patuh kepada hukum yang berlaku. 
Kesadaran, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin 
dipuji oleh orang lain, tetapi kesadaran timbul karena pertimbangan yang seimbang 
antara  akal pikiran dan perasaan yang berwujud hati nurani manusia yang sadar 
tentang sesuatu, dalam hal ini adalah hukum itu sendiri.67 
Selanjutnya, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa  ada tiga unsur 
yang mempengaruhi berlakunya, yakni:  
a. Struktur hukum 
b.Substansi hukum 
c. Kultur hukum.68 
Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa agar pengetahuan mengenai hukum 
dapat terbentuk secara baik, maka perlu mengorganisasikan bahan-bahan agar mampu 
mengemukakan berbagai segi dari kehidupan hukum, maka bahan-bahan tersebut 
diorganisasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sosial, ideal, dan teknik 
(yuridis).69 
Jika ketiga pengelompokan terbentuknya hukum di atas dikaitkan dengan 
masalah hukum kewarisan Islam maka  dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 
a. Aspek sosial 
Dilihat dari aspek sosialnya hukum kewarisan Islam yang berdasarkan pada 
al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. merupakan hukum yang hidup dalam 
masyarakat Islam. Hal ini sesuai dengan  ungkapan masyarakat yaitu ”Adat bersendi 
syara’, syara’ bersendi Kitabullah.” Maksudnya bahwa hukum adat bersendi agama, 
agama bersendi al-Qur’an. Ini berarti bahwa masyarakat telah meyakini bahwa yang 
                                                 
67Harun Utuh, Ilmu Hukum (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h. 121. 
68Lawrence M. Friedman, Law and Society an Introduction (Englewood Cliffs N.J Prentice
Halk, New Jersey, 1977), h. 6-7.  
69Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1994), h. 24. 
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tertinggi kedudukannya dalam hukum, dalam pengaturan hidup adalah Kitabullah (al-
Qur’an).70  Hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum 
Nasional  (BPHN) yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
pada tahun 1978/1979, ternyata dari 426 responden yang diwawancarai, 82,9% yang 
memberikan jawaban berharap diberlakukan hukum kewarisan Islam kepadanya.71   
b. Aspek filosofis 
Dilihat dari aspek filosofisnya, melaksanakan hukum kewarisan Islam telah 
diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. secara 
jelas, misalnya QS al-Nisa (4): 7, 11, 13, dan 14. Menurut  Idris Ramulyo bahwa 
secara ideal (filosofis), itulah ketentuan Allah yang merupakan suatu keharusan (das 
Sollen) untuk ditaati, yaitu hukum yang seharusnya diberlakukan dan dituruti.72  
Dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan hukum kewarisan ini  adalah 
perintah langsung dari Allah swt yang harus ditaati. 
c. Aspek yuridis 
Dasar berlakunya hukum Islam di Indonesia sangat terpengaruh oleh 
pelaksanaan hukum di Indonesia.  Pada fase pemerintahan Hindia Belanda, hukum 
Islam pertama kali diberlakukan sebagai hukum kepada bangsa Indonesia yang 
beragama Islam ialah berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 di Negeri Belanda dan 
Staatsblad 1855 nomor 2 di Indonesia terkenal dengan Reglement op het bleit der 
Regering van Nederlandch Indie disingkat dengan RR. Berlakunya Undang-undang 
Islam bagi orang Indonesia ini telah ditegaskan  dalam pasal 75 RR tersebut bahwa 
hendaknya hakim Indonesia memberlakukan Undang-undang  Agama dan kebiasaan 
penduduk Indonesia.73 
Setelah Indonesia merdeka  berdasarkan pasal 29 Undang-undang Dasar 
1945 dibentuklah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok 
                                                 
70Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)  (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 20. 
71Ibid., h. 19. 
72Ibid., h. 22. 
73Ibid., h. 16. 
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kekuasaan Kehakiman, pada pasal 10 menegaskan adanya 4 (empat) pengadilan yang 
mengadili  perkara-perkara yang terjadi  di Indonesia, yaitu: 
a. Peradilan Umum (Negeri). 
b. Peradilan Agama. 
c. Peradilan Militer. 
d. Peradilan  Tata Usaha Negara.74 
Sebagai realisasi dari pasal 10 tersebut, pada tanggal  14 Nopember  1989 
ditetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama. 
Selanjutnya, sebagai acuan dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam  ditetapkan 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
Kata “Kompilasi” berasal dari compile yang berarti menyusun, 
mengumpulkan, dan menghimpun.75 
Jika ditinjau dari segi bahasa, kompilasi berarti kegiatan pengumpulan dari 
berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu 
persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh 
beberapa penulis yang berbeda  untuk ditulis  dalam suatu buku tertentu, sehingga 
dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.76 
Sedangkan menurut pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku 
hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, 
pendapat hukum, atau juga aturan hukum.77  
 Kompilasi Hukum Islam  disusun atas prakarsa  penguasa negara, dalam hal 
ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) 
dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi, Kompilasi Hukum 
Islam merupakan konsensus (ijma’) ulama dari berbagai “golongan”, melalui media 
                                                 
74Zainal Abidin Abubakar, op. cit., h. 104.  
75John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXVII; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 132.  
76Abdurrahman, op. cit., h. 11.  
77Ibid., h. 12. 
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lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari 
kekuatan negara.78  
Kompilasi hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I 
Tentang Perkawinan,  Buku II tentang Kewarisan, dan Buka III tentang Perwakafan. 
Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku tebagi dalam beberapa bab dan 
untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci 
dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang 
berbeda-beda untuk masing-masing buku.79 
Penghimpunan ketiga buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi para hakim Pengadilan Agama, pencari keadilan dan bagi 
seluruh masyarakat Indonesia dengan cara membuat dasar yang kokoh untuk 
mendukung pembangunan nasional.80  
Jadi, hukum kewarisan Islam merupakan salah satu  dari tiga buku yang 
termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.  
Buku II tentang hukum kewarisan ini terdiri atas 6 bab yang secara 
keseluruhan terdiri atas 43 pasal yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 
214. Bab-bab tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 
a. Bab I tentang ketentuan umum :  (1 pasal)  
b. Bab II tentang ahli waris  :  (4 pasal) 
c. Bab III tentang besarnya bagian : (16 pasal) 
d. Bab IV tentang ‘aul dan radd : (2 pasal) 
e. Bab V tentang wasiat   : (16 pasal) 
f. Bab VI tentang Hibah   : (5 pasal)81  
 Dengan landasan ketiga aspek pelaksanaan hukum kewarisan Islam 
tersebut, jelas terlihat bahwa penyelesaian masalah kewarisan  hendaknya 
                                                 
78Cik Hasan Bisri et. al. (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.  
79Abdurrahman, op. cit., h. 63.  
80Sudirman Tebba (ed),  Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi
Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Cet. I; Jakarta: Mizan, 1993), h. 66. 
81Abdurrahman,  op. cit., h. 155-165.  
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dilaksanakan secara adil dan bijaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah swt dan Sunnah Rasul-Nya. 
F. Hipotesis 
Berdasarkan pada landasan teoretik yang dirumuskan di atas, peneliti 
menduga bahwa Hukum kewarisan di Kota Palopo (menurut Kompilasi Hukum 
Islam) belum dilaksanakan secara sempurna, karena dipengaruhi oleh: 
a. Tingkat pengetahuan aparat yang terkait. 
b. Tingkat kesadaran masyarakat. 
c. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewarisan. 
d. Persepsi/sikap masyarakat terhadap sistem hukum kewarisan Islam 
e. Kebiasaan/adat masyarakat (tradisi). 









METODOLOGI  PENELITIAN 
 
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam tahun 2004, terhitung sejak keluarnya izin 
penelitian dalam kurun waktu  ± tiga bulan. Lokasi penelitian adalah  dalam wilayah 
pemerintahan Kota Palopo. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa Kota Palopo 
merupakan salah satu Kota  di   Sulawesi Selatan yang terletak jauh  dari ibu Kota 
Propinsi, yakni kurang lebih 362 km. Selain itu penduduknya padat dan mayoritas 
beragama Islam, sehingga permasalahan kewarisan yang terjadi  di daerah ini lebih 
banyak bersumber dari umat Islam yang memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum 
kewarisan Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. 
B. Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel  yakni variabel dependent (bebas) 
dan variabel independent (terikat) 
   Variabel bebas, yakni faktor-faktor yang diduga berpengaruh: tingkat 
pengetahuan aparat yang terkait, tingkat kesadaran  masyarakat, tingkat pengetahuan 
masyarakat, persepsi masyarakat terhadap sistem hukum kewarisan Islam,  kebiasaan 
masyarakat (tradisi) (X) dan variabel terikat, yaitu  pelaksanaan  hukum kewarisan Islam 
(Y). 
C. Jenis dan Sumber Data 
1.  Data primer  
Pengambilan data primer dilakukakan dengan menggunakan pendekatan 
empirik, yakni diperoleh dari responden melalui: 
a. Observasi, yakni peneliti mengamati secara langsung  pada obyek penelitian. 
b. Wawancara, yakni peneliti langsung mengadakan tanya jawab dengan 
responden  yang telah ditetapkan. 
c. Kuesioner (angket), yakni daftar pertanyaan yang diberikan kepada 





yang diperlukan.   
2. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni mempelajari literatur 
yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti, serta data berupa dokumen 
yang diperoleh melalui instansi yang terkait.   
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Palopo yang terdiri atas 
beberapa unsur, yakni Kantor Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Departemen 
Agama,  Kantor Urusan Agama,  dan masyarakat Islam Kota Palopo.  
2. Sampel Penelitian 
Keadaan responden yang dijadikan  sampel dalam pengambilan data penelitian 
ini ada dua kategori, yaitu aparat yang terkait dalam masyarakat Kota Palopo dan 
masyarakat Islam Kota Palopo. 
Aparat yang terkait dalam hal ini adalah pihak-pihak yang tugasnya 
mempunyai hubungan dengan masalah kewarisan, yaitu aparat Pengadilan Agama, 
aparat Pengadilan Negeri, aparat Kantor Departemen Agama, aparat Kantor Urusan 
Agama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui masalah kewarisan Islam. Para 
aparat yang dijadikan responden tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang 
berbeda dan bervariasi. Di antaranya ada yang berkualifikasi  S2, S1, dan Sekolah 
Menengah,  yang sebagian besar berpendidikan  agama dan sebagian kecil berlatar 
belakang pendidikan umum.  
Masyarakat yang dijadikan responden sebagai sumber data  penelitian ini 
adalah masyarakat Kota Palopo yang beragama Islam, baik yang pernah melaksanakan 
proses kewarisan Islam maupun yang belum pernah. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling 
(sampel random) yang biasa juga disebut sampel acak atau sampel campur, yakni 





sehingga semua subyek dianggap sama.1 Subyek-subyek yang dimaksud adalah jumlah 
populasi, yakni 104.306 orang Muslim, dengan sampel sebanyak 60 orang yang diambil 
dari unsur masyarakat sebanyak 40 orang dan dari unsur aparat sebanyak 20 orang. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data primer 
Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan   pendekatan 
empirik, yakni diperoleh dari para responden melalui: 
a) Observasi, yakni peneliti mengamati secara langsung pada obyek penelitian. 
b) Wawancara yakni peneliti langsung mengadakan tanya jawab  dengan 
responden, yakni Aparat  Peradilan Agama Kota Palopo, Aparat  Kantor 
Departemen Agama Kota Palopo, dan beberapa  masyarakat Islam Kota 
Palopo. 
c) Kuesioner (angket), yakni daftar pertanyaan yang diberikan kepada 
responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan data yang 
dibutuhkan. 
2. Data sekunder  
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni mempelajari buku  
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta data berupa dokumen 
yang diperoleh melalui instansi yang terkait. 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh   dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menggunakan analisis distribusi frekuensi, 
kemudian ditafsirkan dan disimpulkan. 
Untuk analisis kuantitatif, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo menggunakan 
multiple Regression (Regresi Berganda). 
                                                 
1Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 





Untuk analisis kuantitatif akan dibuktikan dengan menggunakan dua teknik 
pengujian, yaitu: 
1. Untuk masalah pertama yakni  sejauh mana pelaksanaan kewarisan Islam 
menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo digunakan model Distribusi 
Frekuensi,  dengan rumus: 
f 
P  =  ―  x  100 % 
 N 
Yakni: 
P = Prosentase 
f  = frekuensi 
n = jumlah responden 
 
2. Untuk menguji hipotesa pada masalah kedua yakni faktor-faktor yang 
mempengaruhi pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo 
digunakan teknik  Multiple Regression, (Regresi Berganda).  
Alasan peneliti menggunakan model uji Regresi Berganda, karena peneliti akan 
dengan mudah untuk mengidentifikasi setiap variabel yang diteliti, sehingga akan 
nampak variabel mana dari independent variabel (variabel bebas) yang paling 
berpengaruh terhadap dependent variable (variabel terikat), baik secara sendiri (partial) 
maupun secara bersama-sama (multiplier). 
 Di samping cara di atas, diadakan pula analisis secara parsial.  Selanjutnya 
diamati bagaimana pengaruh variabel-variabel bebas itu terhadap variabel terikat, 
sehingga nampak variabel mana yang paling berpengaruh dan lebih signifikan. 
Dalam pengelompokan   data dengan menggunakan regresi berganda di atas, 
dihitung dengan menggunakan perangkat lunak (soft ware) berupa paket Program 
Statistical Analysis SPSS Versi 7.52 
 Untuk memudahkan menganalisa data yang diperoleh dari responden, peneliti 
menentukan langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut: 
                                                 
2Singgih Santoso, SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 7.5. (Jakarta: 






1. Menentukan taraf signifikansi tertentu dengan menggunakan uji F dengan Alfa  () 
= 0.05. 
2. Menentukan kriteria pengujian hipotesis, yaitu: 
a. Jika nilai probabilitas <  maka H1 diterima , ini berarti pengaruh variabel 
tersebut kuat. 
b. Jika probabilitas >  maka H0 diterima, ini berarti bahwa pengaruh variabel 
tersebut lemah. 
Untuk menguji lebih rinci pengaruh masing-masing variabel  independen 
terhadap pelaksanaan hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota 
Palopo digunakan uji t (Student test) sebagai berikut:  
H0 :  bj  = 0 berarti variabel independen j tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum 
kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo. 
H1  :  bj  ≠ 0 berarti variabel independen j berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum 
kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kota Palopo. 
Apabila data uji di atas menyatakan pengaruh  (H1  diterima) maka tingkat 
keeratan hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependen. Uji  student test dihitung  melalui koefisien korelasi parsial.  
 
G. Interpretasi Koefisien Korelasi 
Untuk mengetahui  apakah variabel tingkat pengetahuan aparat yang 
berwenang, tingkat kesadaran hukum masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat, 
persepsi masyarakat terhadap sistem hukum kewarisan Islam,  kebiasaan masyarakat 
(tradisi)  terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo  terdapat korelasi  
yang sangat rendah, atau sangat lemah, lemah  atau  rendah,   sedang atau cukup,  
kuat  atau  tinggi,  diperlukan suatu interpretasi koefisien korelasi yang standar. 
Berkaitan dengan hal tersebut Anas Sudijono mengemukakan interpretasi koefisien 
korelasi seperti dipaparkan dalam tabel berikut.3 
                                                 









I n t e r p r e t a s i 
0,00 – 0,20 
Antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, 
akan tetapi korelasi itu sangat lemah dan sangat rendah 
sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi 
antara variabel X dan Y). 
0,20 – 0,40 Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
lemah atau rendah. 
0,40 – 0,70 Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sedang atau cukup. 
0,70 – 0,90 Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
kuat atau tinggi. 
0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang 
sangat kuat atau sangat tinggi. 
 
H. Kerangka Pikir 
 Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah  garis besar 
struktur teori  yang digunakan untuk  mengarahkan penelitian dalam menemukan data, 
menganalisis data, dan seterusnya menarik kesimpulan.  
 Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir bahwa dasar pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam adalah al-Qur’an, hadis, UU.No.7 Tahun 1989, dan Inpres No.1 Tahun 
1991. Dalam pelaksanaan ini diduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo adalah tingkat pengetahuan aparat 
yang terkait, tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat,  persepsi 
masyarakat, kebiasaan/tradisi masyarakat.  
 Faktor di atas memiliki peluang yang sama  untuk mempengaruhi pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam di Kota Palopo. Oleh karena itu,  Proses pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam  memberi alternatif penyelesaian melalui jalur legitasi atau non-legitasi.  
 Untuk memperjelas alur kerangka pikir dapat dilihat bagan kerangka pikir 































I. Definisi Operasional 
Agar pengkajian terhadap masalah yang dikemukakan dalam pembahasan 
penelitian menjadi jelas, maka pada bagian definisi operasional dikemukakan batasan 
istilah yang dimaksud pada obyek penelitian yang akan dilaksanakan. 
1. Pelaksanaan,  yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas daya berlakunya 
hukum kewarisan Islam itu dapat terlihat pada praktek, yakni dipraktekkan 
 






5. Inpres No.1/1991 
FAKTOR-FAKTOR YANG 
BERPENGARUH 
1. Tingkat pengetahuan 
aparat yang terkait 
2. Tingkat kesadaran 
masyarakat 
3. Tingkat pengetahuan 
masyarakat 
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dalam masyarakat Islam pada Pengadilan Agama oleh Hakim yang memberikan 
kekuatan hukum, atau dilakukan dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan berdasarkan asas-asas dan dasar falsafah al-Qur’an dan hadis. 
2. Hukum Kewarisan Islam, yang dimaksudkan adalah hukum kewarisan yang 
merujuk pada  Kompilasi Hukum Islam. 
3. Variabel bebas (independen variable), adalah variabel yang mempengaruhi 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang diberi simbol X. 
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan batasan sasaran variabel yang 
dimaksud. 
a. Tingkat pengetahuan aparat yang berwenang (X1);  Sasaran pengamatannya 
yakni terhadap aparat instansi yang terkait dan para tokoh masyarakat mengenai segi 
kualitas dan pendidikan (pengetahuan) para aparat tersebut, apakah mereka telah 
memahami secara keseluruhan aturan-aturan tentang pelaksanaan hukum kewarisan 
Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 
b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat (X2), yakni mengetahui tingkat ketaatan 
dan kepatuhan  seseorang muslim untuk menerima dan melaksanakan segala ajaran 
agamanya  secara konsisten dan sempurna, sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur’an dan hadis.  
d. Tingkat pengetahuan masyarakat (X3),  yakni apakah masyarakat sudah 
mengetahui dan memahami aturan pelaksanaan hukum kewarisan Islam secara utuh 
dan benar. 
e. Persepsi masyarakat terhadap sistem hukum kewarisan Islam (X4),  yakni sikap 
masyarakat terhadap sistem kewarisan yang tertuang dalam Fiqih dan Kompilasi 
Hukum Islam serta hukum adat. 
f. Kebiasaan masyarakat (tradisi) (X5), yakni kebiasaan masyarakat selama ini 
menyelesaikan masalah kewarisannya melalui sistem adat atau hukum Barat (BW) 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kota Palopo 
1. Gambaran Geografis dan Wilayah Pemerintahan 
Lokasi penelitian adalah wilayah pemerintahan Kota Palopo. Kota Palopo 
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Luwu yang 
berstatus Kota Administratif. Kota Palopo adalah sebuah Kota kecil yang dibentuk 
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, 
maka Kota Administratif Palopo ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang 
dipimpin oleh seorang Walikota berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Nomor 
131.53-327 tahun 2002 tanggal 27 Juni 2002. 
Kota Palopo terletak di antara 2.30° - 3.60° LS dan 120.20°m –120.80 BT. 
Pada umumnya Kota Palopo mempunyai iklim Tropis Basah. Curah hujan untuk 
daerah cukup rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/tahun, sedangkan 
untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 100-200 mm/tahun.  
Adapun batas wilayah Kota Palopo adalah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja.   
2. Penduduknya 
Pada pertengahan tahun 2003 jumlah penduduk Kota Palopo tercatat 
120.648 jiwa yang terdiri atas laki-laki 59.461 jiwa dan perempuan 61.187 jiwa. 
Penduduk yang mendiami Kota Palopo terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, 
antara lain; suku Luwu sebagai penduduk asli, Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, Sunda, 
Bali, Lombok, dan lain-lain. Untuk berkomunikasi antara suku yang satu dengan suku 





Dilihat dari sudut agama yang dianut penduduk Kota Palopo, hasil sensus 
tahun 2003  menunjukkan; Islam 104.306; Katolik 4.372; Protestan 11.526; Hindu 
214; dan Budha 230. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
  
Dalam rangka peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai manifestasi amanat GBHN tahun 1999 adalah sarana peribadatan 
yang terdiri atas 102 buah masjid, 20 buah musalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel 4 di atas. Adapun sarana peribadatan umat non muslim di Kota Palopo 
dapat dirinci sebagai berikut:     
  
B. Tingkat Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Palopo 
 Tingkat pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi 
Hukum Islam di Kota Palopo belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan 
dengan  beberapa pernyataan  yang diperoleh  dari para responden tentang 
pelaksanaan hukum kewarisan Islam sebagai berikut: 
Tabel  6  
Frekuensi Tingkat Pelaksanaan    Hukum Kewarisan Islam 
di Kota Palopo 
 









Sebagian kecil dilaksanakan 

















Data  di atas memperlihatkan bahwa masyarakat  Kota Palopo belum 
sepenuhnya melaksanakan hukum kewarisan Islam. Terlihat pada tabel, bahwa dari 
60 responden hanya 1 (1.7% ) yang sepenuhnya mengikuti  peraturan pelaksanaan 
hukum kewarisan Islam berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991.  
Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara tanggal 27 Maret 2004 
dengan kepala Kantor Departemen Agama Kota Palopo, Drs. H.M. Arif bahwa 
memang diakui pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam berdasarkan pada Kompilasi 
Hukum Islam  belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam di 
Kota Palopo. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi belum dilaksanakan.1 Hal 
tersebut senada dengan penyataan wakil Ketua Hakim  Pengadilan Agama Kota 
Palopo,  Dra. Harijah Damis, M.H.  tanggal 28 Maret 2004, bahwa  tidak 
terlaksananya sosialisasi disebabkan tidak adanya alokasi dana khusus diperuntukkan 
pada penyuluhan tentang  Kompilasi Hukum Islam.2 Ini dapat dibuktikan dengan 
hasil   kuesioner tentang upaya yang dilakukan oleh aparat yang terkait dalam rangka 
pelaksanaan peraturan hukum kewarisan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 
seperti tabel berikut. 
Tabel 7 
Frekuensi Tingkat Pelaksanaan    Penyuluhan Kompilasi Hukum Islam 
 





















  60 100 
 
                                                 
1Hasil Wawancara dengan H.M.Arif,  Kepala Kantor Departemen Agama, Tanggal 27 Maret 
2004, di Kota Palopo. 
 
2Hasil Wawancara dengan Harijah Damis,  Ketua Hakim Pengadilan Agama, Tanggal 28 





Data di atas menunjukkan tidak tersosialisasinya pemahaman tentang 
hukum kewarisan Islam kepada masyarakat Kota Palopo. Selanjutnya wawancara 
dengan Sudirman, S.Ag., menyampaikan bahwa memang baru 2 kali penyuluhan 
dilaksanakan, itu pun sebelum kabupaten Luwu terpisah dengan kota Palopo dan 
hanya dilaksanakan di kecamatan Belopa dan Bajo.3 Sehingga  masyarakat pun belum 
sepenuhnya memahami hukum Kewarisan Islam.  
Untuk lebih jelasnya dapat dibuktikan dengan hasil analisis kuesioner dari 
responden sebagai berikut. 
Tabel 8 
Frekuensi  Tingkat   Pengetahuan Masyarakat tentang KHI 
 









Sebagian kecil dipahami 











  60 100 
Meskipun terlihat pada tabel, sebahagian dipahami, namun pemahaman 
tersebut bukan diperoleh dari hasil penyuluhan aparat yang terkait. Hasil wawancara 
tanggal 12 Maret 2004 dengan Suarni  bahwa, Kami sangat membutuhkan 
penyuluhan tentang kewarisan Islam, sebab kami masih miskin pengetahuan tentang 
itu,  dan kami Islam tapi kami belum pernah melaksanakan sepenuhnya. Jadi,  
pengetahuan tersebut hanya diperoleh dari  bangku sekolah .4  
Namun demikian,  di pihak aparat pun juga belum sepenuhnya memahami 
tentang Kompilasi Hukum Islam. Seperti terlihat pada tabel berikut. 
                                                 
3Hasil wawancara dengan Sudiman, S.Ag., Sekretaris/Panitera Pengadilan Agama Kota 
Palopo, Tanggal 28 Maret 2004. 








Frekuensi Tingkat Pengetahuan Aparat tentang Hukum Kewarisan Islam 
 





















  60 100 
 
 Jika dicermati pada tabel di atas, tampak dengan jelas bahwa dikalangan 
aparat pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam 
belum tersosialisasi  sepenuhnya.   
 Walaupun sebahagian masyarakat mengetahui  tentang KHI, namun bukanlah 
suatu jaminan untuk melaksanakan sepenuhnya aturan tersebut. Karena terlihat dari 
hasil kuesioner,  ternyata masyarakat Kota Palopo  melakukan penerapan hukum 
Kewarisan Islam melalui jalur seperti tabel  berikut.   
Tabel  10 
Frekuensi Pilihan Sistem Hukum Responden dalam 
 Penerapan Hukum Kewarisan 
 



























Tabel di atas memperlihatkan bahwa penerapan hukum kewarisan Islam 
melalui jalur musyawarah keluarga yang sangat diminati. Penerapan hukum 
kewarisan Islam melalui jalur musyawarah keluarga yang dimaksud adalah yang 
terjadi di luar Pengadilan Agama yang lazim disebut secara damai atau non-legitasi, 
yaitu penerapan dilakukan oleh para ahli waris dengan atau tanpa melibatkan pihak 
luar. 
Data menunjukkan jumlah responden yang memilih jalur musyawarah 
keluarga adalah 50 (83.3%). Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh beberapa 
responden tentang  pemilihan jalur penyelesaian kewarisan melalui musyawarah 
keluarga, antara lain hasil wawancara dengan Nursiah, B.A., menyatakan bahwa 
dengan jalur musyawarah dapat menghemat biaya dan waktu.5 Selanjutnya, Beliau 
mengatakan bahwa dapat menghindari adanya perselisihan dan dendam sesama ahli 
waris. Para ahli waris berlapang dada menerima pengaturan dan pembagian yang 
dilakukan sendiri tanpa rasa iri dan dengki terhadap sesama ahIi waris.  
 Sudirman, S.Ag. (Panitera/Sekertaris Pengadilan Agama) dalam wawancara di 
ruang kerjanya menyampaikan bahwa jumlah perkara kewarisan yang diajukan di 
pengadilan Agama Palopo masih minim.6 Dari hasil pengamatan penulis terlihat pada 
data jumlah perkara kewarisan Islam yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama 
sebagai berikut. 
Tabel 11 
Jumlah Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama 2000-2003 
No Tahun Banyaknya 
1 2000 3 
2 2001 1 
3 2002 1 
                                                 
5Hasil Wawancara dengan Nursiah B.A.,  Guru, Tanggal 14 Maret 2004, di Kota Palopo. 
 
6Hasil Wawancara dengan Sudirman, S.Ag.,  Sekertaris/Panitera Pengadilan Agama, Tanggal






4 2003 0 
J u  m  l a h 5 
Sumber: Laporan Perkara Pengadilan Agama Palopo 2003 
  
 Selanjutnya, Beliau mengatakan bahwa kurangnya perkara yang diajukan 
pada Pengadilan Agama disebabkan banyak  perkara kewarisan di selesaikan di 
lingkungan keluarga sendiri.  
Meskipun  perkara kewarisan jarang diselesaikan di Pengadilan Agama 
namun    tingkat persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam  
tetap diterima oleh masyarakat Kota Palopo seperti terlihat pada tabel berikut. 
Tabel 12 
 
Frekuensi Tingkat Presepsi Masyarakat terhadap 
 Pelaksaan Hukum Kewarisa Islam 
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C. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan 
Islam di Kota Palopo 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
kewarisan Islam di Kota Palopo, maka peneliti menggunakan pengujian secara 
serempak dan parsial melalui program Statistic Data Analisis SPSS Versi 7.5. 
1. Pengujian secara serempak 
Variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum 
kewarisan Islam di Kota Palopo adalah: 





- Tingkat kesadaran masyarakat (X2) 
- Tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam(X3) 
- Persepsi/sikap masyarakat (X4) 
- Kebiasaan/tradisi masyarakat (X5) 
Pengujian terhadap kelima  variabel bebas di atas menggunakan multiple 
regression (regresi berganda). Dari hasil analisis memperlihatkan hasil deskriptif 
sebagai berikut: 
- Nilai rata-rata tingkat pelaksanaan hukum kewarisan (Y) adalah 2.55 dengan 
standar deviasi 0.675. 
- Nilai rata-rata variabel (X1) adalah 2.88 dengan standar deviasi 0.454. 
- Nilai rata-rata variabel (X2) adalah 2.62 dengan standar deviasi 0.640. 
- Nilai rata-rata variabel (X3) adalah 2.53 dengan  standar deviasi 0.791. 
- Nilai rata-rata variabel (X4) adalah 2.92 dengan  standar deviasi 0.591. 
- Nilai rata-rata variabel (X5) adalah 1.35 dengan  standar deviasi 0.880. 
Selanjutnya, pengujian secara serempak (multiple expression) 
memperlihatkan  hasil  hipotesis predicator (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) adalah 
0.000 dengan nilai F Rasio. 14.237. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 
berikut. 
Tabel  13. 
 
  Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X1, X2  X3,  X4,  X5,   terhadap Y 
 
Data di atas  memberikan arti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari  














X1, X2  
X3,  X4,  
X5,   





positif kelima variabel   (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) terhadap variabel Y 
(pelaksanaan kewarisan Islam di Kota Palopo).  
Angka di atas pun  didukung oleh hasil analisis daya ramal model (Model 
Summery) dengan R square 0.569. Ini berarti 56.9% pelaksanaan kewarisan Islam di 
Kota Palopo dapat dijelaskan oleh variabel (X1) - (X5), sedangkan 43.1%   
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
Adapun tingkat korelasi kelima variabel tersebut dengan variabel Y adalah 
0.754. Apabila koefisien korelasi tersebut dirujuk pada angka indeks korelasi “r” 
Product Moment Correlation, maka tingkat korelasi kelima variabel independen 
dengan dependen cukup tinggi. 
 
2. Pengujian secara Parsial 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui  ada/tidaknya pengaruh  masing-
masing variabel bebas terhadap  variabel terikat. Begitu pula tingkat  korelasi masing-
masing variabel  bebas terhadap variabel terikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada hasil analisis berikut. 
a. Pengaruh tingkat pengetahuan aparat  yang terkait ( X1  ) terhadap Y. 
 Hasil analisis data dapat di lihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 14. 
Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X1 terhadap Y 
 
Untuk variabel tingkat pengetahuan aparat (X1)  menunjukkan nilai 




















Dengan kata lain, tingkat pengetahuan aparat tidak berpengaruh terhadap 
pelaksanaan kewarisan di Kota Palopo. 
 
b.  Pengaruh  tingkat kesadaran masyarakat  ( X2  ) terhadap Y.  
Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 15. 
Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X2 terhadap Y 
 
Variabel tingkat kesadaran masyarakat (X2) dinyatakan ada pengaruh positif 
terhadap pelaksanaan kewarisan Islam di Kota Palopo. Ini dapat dibuktikan dengan 
nilai signifikansi 0.000. Di mana nilai  0.05 > 0.000 sehingga H1 diterima.  
c. Pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang  hukum kewarisan Islam  ( 
X3  ) terhadap Y. 
 Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 16. 
Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X3 terhadap Y 
 
Selanjutnya variabel tingkat pengetahuan masyarakat (X3) tentang hukum 
kewarisan Islam tetap memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan 
kewarisan Islam  di Kota Palopo dengan nilai 0.00. Ini berarti nilai  0.05 > 0.002, 



































d. Pengaruh persepsi / sikap masyarakat  ( X4  ) terhadap Y. 
 Hasil analisis data dapat di lihat pada tabel berikut. 
Tabel  17. 
 
Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X4 terhadap Y 
Kemudian variabel persepsi/sikap masyarakat (X4) hasil uji secara parsial 
nilai 0.572, nilai ini tidak menunjukkan adanya pengaruh, di mana nilai  0.05 
<0.572. Dengan kata lain H0  diterima. 
e. Pengaruh kebiasaan/tradisi masyarakat ( X5  ) terhadap Y. 
 Hasil analisis data dapat di lihat pada tabel berikut. 
Tabel 18. 
Rangkuman hasil analisis korelasi variabel X5 terhadap Y 
 
Variabel kebiasaan/tradisi masyarakat menunjukkan angka signifikan 0.037. 
Ini berarti  0.05 > 0.37, maka H1 diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh 
positif antara variabel X5 terhadap Y . 
Selain pengujian ada/tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen 
terhadap  variabel independen, juga dilakukan analisis koefisien korelasi parsial. 
Analisis ini dimaksudkan  untuk mengetahui seberapa  besar hubungan antara 
variabel dependen dan independen tersebut. 



































a. Besarnya hubungan antara tingkat pengetahuan aparat (X1) dengan Y adalah 
0.213 (21.3%). Secara teoritis terdapat hubungan. Namun, kategori korelasi 
ini dianggap rendah sesuai dengan angka indeks korelasi “r” Product Moment 
Correlation. 
b. Hubungan antara tingkat kesadaran masyarakat (X2) dengan Y, dengan nilai 
0.693 (69.3%). Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat 
antara variabel X2 dengan Y. 
c. Untuk korelasi tingkat pengetahuan masyarakat (X3) dengan Y adalah 0.394 
(39.4%). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif meskipun 
dikategorikan rendah berdasarkan tabel interpretasi “r” Product moment 
Correlation. 
d. Besarnya hubungan antara persepsi/sikap masyarakat (X4) dengan Y adalah 
0.074 (7.4%). Ini dapat diakui bahwa terdapat hubungan meskipun dalam 
kategori rendah. 
e. Korelasi antara variabel kebiasaan/tradisi masyarakat (X5) dengan Y 
menghasilkan nilai koefisien korelasi 0.270 (27%). Angka ini menunjukkan 
hubungan yang rendah. 
Hasil pengujian secara parsial di atas, variabel bebas yang paling 
berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kota Palopo adalah 
tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat , dan kebiasaan/tradisi 
masyarakat. Sedangkan dua variabel  bebas lainnya X1 dan  X4, kurang berpengaruh. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan 
aparat, persepsi/sikap masyarakat, kebiasaan/tradisi masyarakat rendah, tetapi jika 
tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tinggi terhadap peraturan yang 
tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam terutama tentang kewarisan, maka tingkat 












 Berdasarkan hasil analisis terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan: 
1. Tingkat pelaksanaan hukum kewarisan Islam  menurut Kompilasi Hukum Islam 
di Kota Palopo belum dilaksanakan sepenuhnya. Dari segi empiris yang menjadi 
kendala adalah  masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat kota Palopo 
tentang hukum kewarisan Islam   berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini 
disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pihak aparat yang terkait, sehingga 
masyarakat dalam menyelesaikan masalah kewarisan hanya diselesaikan menurut 
kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan sesuai presepsinya terhadap 
sistem kewarisan yang dipilih.  
2.  Hasil pengujian hipotesis secara serempak (Multiple Regression)  melalui  
Program Statistical Analysis SPP Versi 7.5      menunjukkan bahwa kelima faktor 
yang diduga yakni tingkat pengetahuan aparat yang berwenang (X!), tingkat 
kesadaran hukum masyarakat (X2), tingkat pengetahuan masyarakat (X3), 
persepsi masyarakat (X4), dan kebiasaan/tradisi masyarakat (X5) berpengaruh 
terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam di kota Palopo. Hasil pengujian  
menunjukkan taraf signifikan 0.000.  Angka ini memberikan arti bahwa  kelima 
variabel bebas (X1), (X2), (X3), (X4), dan (X5) berpengaruh positif terhadap 
variabel terikat (Y). Oleh karena itu nilai probabilitas   0.000 < α 0.005, maka 
hipotesis yang dikemukakan oleh penulis dinyatakan diterima. Namun secara 
parsial variabel bebas yang sangat berpengaruh adalah kebiasaan/tradisi 
masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat, dan tingkat pengetahuan masyarakat. 
Sedangkan  dua variabel bebas yakni tingkat pengetahuan aparat dan persepsi 








Berdasarkan kesimpulan di atas,  untuk melaksanakan hukum kewarisan 
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, disarankan beberapa hal sebagai solusi dan 
konstribusi dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi 
Hukum Islam di kota Palopo sebagai berikut: 
1. Perlu ditinjau kembali ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Umum  sub 2 
alinea IV  yang tidak sinkron dengan  ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-
undang No. 7 Tahun 1989, yakni dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang dapat 
menjamin kepastian hukum, mengingat dampak yang ditimbulkan dalam 
pelaksanaannya yakni tidak terwujudnya kesatuan hukum bagi umat Islam 
tentang penyelesaian masalah kewarisan bagi umat Islam. 
2. Kepada Pejabat Kantor Depertemen Agama Kota Palopo serta instansi terkait 
lainnya agar mengintensifkan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam terutama 
Buku II, tentang  hukum kewarisan melalui penyuluhan hukum, baik secara 
instansional maupun secara terpadu. 
3. Mengingat pentingnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi umat Islam 
yang patuh pada syari’at, agar tercipta kesatuan hukum bagi umat Islam, dan 
terwujudnya kepastian hukum ke warisan Islam, kiranya dapat dibuatkan 
peraturan dalam bentuk Undang-undang Hukum Ke warisan Islam. 
4. Sebagai solusi dari kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam, 
diharapkan adanya peningkatan sosialisasi terhadap para aparat yang terkait 
mengenai pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakannya  
secara konsisten. Untuk itu, para aparat kiranya meningkatkan penyuluhan 
khusus secara intensif  antara beberapa instansi, seperti penyuluhan terpadu 
yang melibatkan aparat Pengadilan Agama, aparat Pemerintah 
Kecamatan/Desa, dan masih perlu peningkatan persepsi masyarakat terhadap 









Al-Qur’an al-Kar³m  
 
Abdul B±qiy, Muhammad Fu±d. al-Mu’j±m al-Mufahrasy Alfaz al-Qur’an 
Libanon: D±r al-Ma’rifah, 1412/1992. 
 
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 
1995. 
 
Abubakar, Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: 
Yayasan al-Hikmah, 1993. 
 
 Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 
 
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas. Yogyakarta: Ekonisa, 2002.  
 
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatau Pendekatan Praktek. Jakarta: 
Rineka Cipta, 1989. 
 
 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif. 
 
Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1999. 
 
Al-Bukhari,  Al-Im±m Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sa¥³¥ al-
Bukhar³, Juz VIII. D±r al-Fikr: 1401 H/1981 
 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Binbaga Islam Departemen 
Agama ri, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta, 1999/2000. 
 
Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia.   Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2003. 
 
Friedman, Lawrence M. Law and Society an Introduction. Englewood Cliffs N.J 
Prentice Halk, New Jersey, 1977. 
 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR NO. IV/MPR/1999.  Jakarta: 






Harun Utuh, Ilmu Hukum. Surabaya: Usaha Nasional, 1998. 
 
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis.  Jakarta: 
Tintamas, 1982. 
 
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II. Semarang: Toha Putra, t. th. 
 
Jakfar, Idris dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Pustaka 
Jaya, 1995. 
 
Kanenu, Hasanuddin, et. al., Persepsi Masyarakat terhadap Ketentuan Bagian Anak 
Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Ke warisan  Islam di 
Kotamadya Ujungpandang. Lembaga Penelitian UMI Ujungpandang, 1988. 
 
Al-Khatib,  M. al-Syaibany.  Mugniy al-Mu¥t±j, Juz III. Kairo: Mustafa al-Baby al-
Halaby, 1958. 
 
M. Zein,  Satria Effendi. “Analisis Fiqh Terhadap Yurisprudensi tentang Kewarisan 
“Mimbar Hukum” No. 18 Tahun VI 1995. 
 
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 
di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. 
 
Ramulyo,  Idris. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan 
Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: 
Sinar Grafika, 2000. 
 
Rofiq,  Ahmad. Fiqih Maw±ri£, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 
 
Santoso, Singgih. SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 7.5.  Jakarta: 
Gramedia PT. Elex Media Komputindo, 2001. 
 
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1994. 
 
Ash-Shiddieqy,   T.M. Hasbi.  Fiqh Maw±ri£. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. 
 
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misb±¥, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. 
Jakarta: Tintamas, 2000. 
 
 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Cet. I; Jakarta: Rineka 
Cipta, 1994.  
 






Soekanto,  Soejono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.  Jakarta: 
Rajawali, 1983. 
 
Syarifuddin, Amir. Pelaksanaan Hukum Kewarisan  Islam dalam Lingkungan Adat 
Minangkabau.  Jakarta: Gunung Agung, 1994. 
 
Tebba, Sudirman (ed).  Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: 
Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya. Jakarta: Mizan, 
1993.  
 
Wahid, Marzuki & Rumadi. Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di 
Indonesia. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001. 
 



































PENELITIAN    
 
 
X1 : Faktor tingkat pengetahuan aparat   
 X2 : Faktor Kesadaran Masyarakat   
 X3 : Faktor Tingkat Pengetahuan Masyarakat  
 X4 : Faktor Persepsi Masyarakat   
 X5 : Faktor Kebiasaan/Tradisi Masyarakat   
 
Y  : Pelaksanaan Hukum Ke warisan   Islam 
   
No. Y X1 X2 X3 X4 X5 
1 3 2 3 1 2 1 
2 3 3 3 1 3 1 
3 3 3 3 1 3 1 
4 3 2 3 4 3 1 
5 3 3 3 3 3 4 
6 3 2 3 2 3 1 
7 3 2 3 3 3 1 
8 1 2 1 3 3 1 
9 3 4 3 2 3 1 
10 2 4 2 2 2 1 
11 1 3 1 3 2 1 
12 2 3 2 2 4 1 
13 2 3 2 3 3 1 
14 3 3 3 3 2 1 
15 2 3 2 2 3 1 





17 2 3 2 3 4 1 
18 2 3 2 3 3 1 
19 2 3 2 3 3 2 
20 2 3 2 2 2 1 
21 2 3 2 2 4 1 
22 3 3 3 3 4 2 
23 3 3 3 4 3 4 
24 3 3 3 3 3 1 
25 2 2 2 1 2 1 
26 3 3 3 3 2 1 
27 3 3 3 3 2 1 
28 3 3 3 3 2 1 
29 3 3 3 2 3 1 
30 2 3 2 2 3 1 
31 3 3 3 3 3 1 
32 3 3 3 3 2 1 
33 3 3 3 3 3 1 
34 3 3 3 2 3 4 
35 3 3 3 3 3 1 
36 3 4 3 3 4 1 
37 2 3 2 2 3 1 
38 1 3 1 1 3 1 
39 1 3 1 1 3 1 
40 4 3 4 4 3 3 
41 2 3 2 2 3 1 
42 3 3 3 3 4 4 
43 3 3 3 3 3 2 





45 3 3 3 3 3 1 
46 3 3 3 3 3 1 
47 3 3 3 3 3 1 
48 3 3 3 3 4 1 
49 3 3 3 2 3 1 
50 3 3 3 3 3 1 
51 2 3 2 2 3 2 
52 2 3 3 4 3 1 
53 3 3 3 3 3 1 
54 2 3 2 2 2 1 
55 1 2 1 1 3 1 
56 3 3 3 3 3 4 
57 2 2 2 2 2 1 
58 2 3 3 3 3 1 
59 3 3 3 2 2 1 










Lampiran  2 







       Regression Analysis 
 
Descriptive Statistics
60 1 4 2.55 .675
60 2 4 2.88 .454
60 1 4 2.62 .640
60 1 4 2.53 .791
60 2 4 2.92 .591








Valid N (lis twise)












1 .213 .693** .394** .074 .270*
. .102 .000 .002 .572 .037
60 60 60 60 60 60
.213 1 .193 .082 .153 .061
.102 . .139 .535 .244 .641
60 60 60 60 60 60
.693** .193 1 .210 .093 .122
.000 .139 . .108 .478 .354
60 60 60 60 60 60
.394** .082 .210 1 .169 .263*
.002 .535 .108 . .196 .042
60 60 60 60 60 60
.074 .153 .093 .169 1 .188
.572 .244 .478 .196 . .151
60 60 60 60 60 60
.270* .061 .122 .263* .188 1
.037 .641 .354 .042 .151 .

























Y X1 X2 X3 X4 X5
Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summary


























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5, X1, X2, X4, X3a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
7.994E-02 .494 .162 .872
.111 .137 .075 .816 .418
.651 .098 .618 6.635 .000
.197 .081 .231 2.436 .018
-6.88E-02 .106 -.060 -.650 .518
















Dependent Variable: Ya. 
Model Summary






















ANALISIS KORELASI ANTARA X2 DAN Y 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
1.639 .556 2.948 .005





























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), X2a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X2a. 


























.640 .269 2.383 .020




























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), X3a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X3a. 

























1.699 .273 6.227 .000




























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), X4a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X4a. 


























2.302 .445 5.174 .000







































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summary




































Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X5a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
2.271 .156 14.569 .000































PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN MENURUT 
                       KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah dengan teliti dari setiap butir pertanyaan. 
2. Berilah penilaian pada   setiap butir dan lingkarilah  yang paling sesuai dengan 
penilaian anda. 
3. Angket ini bukan untuk menilai anda 
 
Identitas Responden 
1. Nama lengkap  : ………………………………. 
2. Pendidikan terakhir  : ………………………………. 
4. Asal daerah   : ………………………………. 






1. Apakah Anda memahami pelaksanaan hukum kewarisan Islam menurut  
Kompilasi Hukum Islam? 
a. Sepenuhnya dipahami 
b. Sebagian dipahami 
c. Sebagian kecil dipahami 
d. Belum dipahami 
 
2. Bagaimana pelaksanaan kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum 
Islam di lingkungan keluarga Anda? 
a. Seluruhnya dilaksanakan 
b. Sebagian dilaksanakan 
c. Sebagian kecil dilaksanakan 
d. Seluruhnya tidak dilaksanakan 
 
3. Bagaimana persepsi Anda terhadap pelaksanaan kewarisan menurut 
Kompilasi Hukum Islam? 
a. Sangat adil/bijaksana 
b. Adil 
c. Kurang adil 
d. Tidak adil 
 
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan  kewarisan menurut 
Kompilasi Hukum Islam? 
 
a. Sangat diterima 
b. Diterima 
c. Kurang diterima 






5. Bagaimana tingkat penyuluhan tentang kewarisan Islam menurut 
Kompilasi Hukum Islam di kota Palopo? 
a. Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Pernah  
d. Belum pernah 
 
6. Anda menyelesaikan pembagian warisan di lingkungan keluarga anda 
melalui? 
a. Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) 
b. Hukum Positif (hukum Barat) 
c. Adat /kebiasaan  




























1. Apakah Bapak/Ibu telah mengetahui istilah Kompilasi Hukum Islam? 
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui istilah tersebut? 
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima penyuluhan tentang Kompilasi Hukum 
Islam? 
4. Jika pernah, dari instansi mana yang pernah melakukan penyuluhan tersebut? 
5. Bagaimana tingkat pemahaman Bapak/Ibu tentang Kompilasi Hukum Islam? 
6. Bagaimana sistem pembagian  harta warisan di kalangan keluarga Bapak/Ibu? 
7. Apakah Bapak/Ibu setuju/menerima konsep Kompilasi Hukum Islam? 
8. Apakah konsep pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam itu 
menurut Bapak/Ibu sangat adil? 
A. Aparat 
1. Penyuluhan apa saja yang telah dilaksanakan? 
2. Siapa saja yang pernah mengikuti TOT (Training of Trainer) tentang 
Kompilasi Hukum Islam? 
3. Bagaimana tingkat pemahaman Bapak/Ibu tentang Kompilasi Hukum Islam? 
4. Berapa jumlah perkara kewarisan yang diajukan masyarakat di instansi 
Bapak/Ibu? 
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam 
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